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	Abstract: The condition of a country's education can be seen through education indicators. School Participation Rate (SPR), Rough Participation Rate (RPR) and Pure Participation Rate (PPR) are education indicators that reflect the conditions of education participation in Indonesia. This study aims to describe the level of SPR, RPR and PPR based on age and level of education. This study uses a quantitative statistical approach with explorative descriptive analysis. The type of data used is secondary data from the Central Statistics Agency (CSA) during the 1994-2018 period. The results showed that the APS, APK and APM Indonesia based on age, and the level of education the trend has increased. However, based on the average SPR, RPR and PPR values, education participation has decreased with age and the level of education pursued. The implication of this research is to provide information for the government and other educational providers to make a reference in improving the quality of education related to the opportunity to obtain an equitable education for the community.
Abstrak: Kondisi pendidikan suatu negara dapat dilihat melalui indikator pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang mencerminkan kondisi partisipasi pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat APS, APK dan APM berdasarkan usia dan jenjang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif statistik dengan analisis deskriptif exploratif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat statistik (BPS) selama periode 1994-2018. Hasil penelitian menunjukan bahwa APS, APK dan APM Indonesia berdasarkan usia, dan jenjang pendidikan trennya mengalami peningkatan. Akantetapi berdasarkan nilai rata-rata APS, APK, dan APM, partisipasi pendidikan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia dan jenjang pendidikan yang ditempuh. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi pemerintah dan pihak penyelenggara pendidikan lainya untuk dijadian  acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan terkait kesempatan memperoleh pendidikan yang merata bagi masyarakat.
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Pendahuluan
	Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM), oleh sebab itu pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia karena pendidikan adalah dasar pembangunan SDM yang strategis (Ali, 2009; Idrus, 2012; Purwanto, 2006). Pendidikan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pendapat ahli mendefinisikan pendidikan sebagai pengaruh, bantuan atau tuntutan yang diberikan oleh orang yang bertanggungjawab kepada peserta didik (Ahmadi & Ubhiyati, 2007). Suherman dalam (Sahwiyadi, 2018) mendefinisikan pendidikan sebagai proses penyampaian “nilai” atau “tatanan” dari pendidik kepada peserta didik agar peserta didik memperoleh IPTEK yang dapat digunakan dalam memenuhi  kebutuhan hidup dan kehidupannya.
	Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan, terutama dalam masyarakat yang berbudaya, sehingga setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya guna menjalani hidup di era globalisasi yang penuh persaingan (Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, 2018; Tilaar, 2002). Hal ini juga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pasal 28C (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 
	Dewasa ini, kondisi pendidikan di Indonesia belum seperti yang dicita-citakan dan diamanatkan oleh undang-undang. Pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Bahkan isu pemerataan pendidikan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain (Chummings, 2014; David, 2004; Lynch & Baker, 2005; Reay, 2018; Schutz, Ursprung, & Woessmann, 2008; Tchamyou, 2018). Adapun pembangunan pendidikan di Indonesia memiliki dua dimensi penting yang menjadi permasalahan dalam pembangunan pendidikan hingga saat ini yaitu perluasan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan (Hakim, 2016). Ketidak merataan pendidikan meliputi dua aspek yaitu kualitas pendidikan (Service Learning) dan kuantitas pendidikan (Akses, persebaran sekolah, perbandingan jumlah sekolah dengan penduduk) dan sebagainya (Wiratama, 2015).
	Faktanya, hari ini masih banyak anak  usia sekolah yang putus sekolah bahkan tidak memperoleh pendidikan sama sekali dengan berbagai faktor seperti: faktor ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran, minat anak untuk sekolah, budaya dan faktor lingkungan (Ariyani, 2018; Dewi, Zukhri, & Dunia, 2014; Mua, Manginsela, & Baroleh, 2017; Natasha, 2013; Shemi, 2019; Wassahua, 2016). Hasil Susenas 2018 menunjukan sebesar 6,70% penduduk usia 5 tahun keatas tidak/belum pernah sekolah (BPS, 2018). Selain itu, berdasarkan data BPS angka buta aksara juga masih cukup tinggi terutama 6 provinnsi di daerah Indonesia bagian timur mencapai diatas 4 % meliputi: Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat (BPS, 2018; Nugraheny, 2019). Secara kualitas SDM, berdasarkan Human Develpoment Index (HDI) yang di rilis oleh UNDP, Indonesia berada diurutan ke-116 dunia, berada di bawah 5 negara angggota ASEAN lainnya dengan peringkat yang terpaut cukup jauh yaitu: Singapura peringkat ke-9, Brunei Darussalam ke-39, Malaysia ke-57, Thailand ke-83 dan Filipina peringkat ke-113 (UNDP, 2017).
	Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan analisis untuk memperoleh gambaran pendidikan di Indonesia berdasarkan partisipasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah angka yang menunjukan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan dalam usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, kegunaannya adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi pendidikan atau jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan pada usia sekolah tertentu. APK adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, kegunaannya adalah untuk mengetahui jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu. Adapun APM adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, kegunannya adalah untuk mengetahui jumlah anak yang sekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya (BPS, 2019; Kemendikbud, 2017).







Catatan:
APS	: Kelompok usia sekolah (7-12 tahun,  13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun)
APK	:Jenjang Pendidikan  SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Angka Partisipasi Kasar SM/MA, atau Angka
	  Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT).
APM	: Jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs: usia 13-15 tahun, SM/MA : usia 16 -18 tahun, dan
	  Perguruan tinggi: usia 19-24 tahun.
(Sumber: BPS).

Metode Penelitian
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif statistik dengan analisis deskriptif exsploratif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa, keadaan, objek baik berupa orang, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan variabe yang bisa dijelaskan menggunakan angka-angka maupun kata-kata tanpa melakukan treatmen apapun terhadap variabel (Punaji, 2010; Sukmadinata, 2012). Penelitian deskriptif exsploratif bertujuan menggambarkan keadaan, fenomena tanpa melakukan uji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala dan keadaan (Arikunto, 2002). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang APS, APK dan APM pendidikan formal selama periode 1994-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan usia dan jenjang pendidikan. Adapun teknik analisis data menggunakan program SPSS. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Penelitian
	Berdasarkan hasil analisis data Angka Partisipasi Sekolah (APS) selama 25 tahun terahir (periode 1994-2018) pada Tabel 1 menunjukan bahwa nilai rrata-rata (mean) usia 7-12 tahun sebesar 96.9146 (96,92%), usia 13-15tahun sebesar 84.3073 (84,31%), usia 16-18 tahun sebesar 56.2346 (56,24%) dan usia 19-24 tahun sebesar 15.0214 (15,02%).  Angka Partisipasi Sekolah (APS) paling tinggi terjadi pada usia 7-12, kemudian 13-15 tahun, selanjutnya16-18 tahun, sedangkan paling rendah tingkat APS nya adalah usia 19-24 tahun. Selama periode 1994-2018, APS maximum untuk usia 7-12 tahun sebesar 99,11% dan minimum sebesar 93,94%. Usia 13-15 tahun nilai maximum sebesar 95,23%,  minimum sebesar 72,39%. Usia 16-18 tahun nilai maximum sebesar 71,82%, minimum sebesar 44,65%, sedangkan usia 19-24 tahun memperoleh nilai maximum sebesar 24,67% dan nilai minimum sebesar 11,38%.  Adapun berdasarkan nilai range menunjukan bahwa selama periode 1994-2018 setiap jenjang usia mengalami peningkatan APS yaitu: 7-12 tahun sebesar 5,17%, 13-15 tahun sebesar 22,84%, 16-18 tahun sebesar 27,17% dan 19-24 tahun meningkat sebesar 13,29%. Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi usia, nilai rata-rata (mean) APS semakin rendah. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan  pada bagian pembahasan.

Tabel 1. Deskriptive Angka Partisipasi Sekolah (APS)
	Statistics

	
	
	7-12Th
	13-15Th
	16-18Th
	19-24

	N
	Valid
	25
	25
	25
	25

	
	Missing
	0
	0
	0
	0

	Mean
	96.9146
	84.3073
	56.2346
	15.0214

	Std. Error of Mean
	.32541
	1.39849
	1.72162
	.95378

	Median
	97.3900
	84.0800
	53.9200
	12.4300

	Mode
	93.94a
	72.39a
	44.65a
	11.38a

	Std. Deviation
	1.62703
	6.99246
	8.60810
	4.76892

	Variance
	2.647
	48.894
	74.099
	22.743

	Range
	5.17
	22.84
	27.17
	13.29

	Minimum
	93.94
	72.39
	44.65
	11.38

	Maximum
	99.11
	95.23
	71.82
	24.67

	Sum
	2422.87
	2107.68
	1405.86
	375.54

	a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
	



	Hasil analisis data Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tabel 2 menunjukan bahwa selama periode 1994-2018, jenjang SD/MI memiliki nilai rata-rata (mean) APK paling tinggi yaitu 1.0785E2 (lebih dari sratus persen), sedangkan jenjang SMP/MTs sebesar 81.0466 (81,05%), selanjutnya jenjang SMA/MA sebesar 58.6520 (58,65%) sedangkan jenjang Perguruan Tinggi (PT) sebesar 15.0338 (15,03%). Selama periode 1994-2018, APK maximum untuk jenjang SD/MI sebesar 111,63% dan minimum sebesar 102,42%. Jenjang SMP/MTs nilai maximum sebesar 91,23%,  minimum sebesar 64,36%. Jenjang SMA/MA nilai maximum sebesar 82,25%%, minimum sebesar 42,43%, sedangkan jenjang Perguruan Tinggi (PT) memperoleh nilai maximum sebesar 25,76% dan nilai minimum sebesar 9,55%.  Adapun berdasarkan nilai range menunjukan bahwa selama periode 1994-2018 setiap pendidikan mengalami peningkatan APK yaitu: jenjang SD/MI sebesar 9,21%, jenjang SMP/MTs sebesar 26,87%, jenjang SMA/MA sebesar 39,82% dan jenjang Perguruan Tinggi (PT) meningkat sebesar 16,21%. Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka nilai rata-rata (mean) APK semakin rendah. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan pada bagian pembahasan.
Tabel 2. Deskriptive Angka Partisipasi Kasar (APK)
	Statistics

	
	
	SD/MI
	SMP/MTs
	SMA/MA
	Perguruan Tinggi

	N
	Valid
	25
	25
	25
	25

	
	Missing
	0
	0
	0
	0

	Mean
	1.0785E2
	81.0466
	58.6520
	15.0338

	Std. Error of Mean
	.39983
	1.50416
	2.51744
	1.14161

	Median
	1.0768E2
	81.3800
	56.6900
	12.1600

	Mode
	107.13a
	81.09
	42.43a
	9.55a

	Std. Deviation
	1.99915
	7.52080
	1.25872E1
	5.70806

	Variance
	3.997
	56.562
	158.437
	32.582

	Range
	9.21
	26.87
	39.82
	16.21

	Minimum
	102.42
	64.36
	42.43
	9.55

	Maximum
	111.63
	91.23
	82.25
	25.76

	Sum
	2696.33
	2026.16
	1466.30
	375.85

	a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
	



	Hasil analisis data Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tabel 3 menunjukan bahwa selama periode 1994-2018, jenjang SD/MI memiliki nilai rata-rata (mean) APM sebesar 93.6839 (93,68%), sedangkan jenjang SMP/MTs sebesar 65.7515 (65,75%), selanjutnya jenjang SMA/MA sebesar 45.2495 (45,25%), sedangkan jenjang Perguruan Tinggi (PT) sebesar 11.3284 (11,33%). Selama periode 1994-2018, APK maximum untuk jenjang SD/MI sebesar 97,48% dan minimum sebesar 90,98%. Jenjang SMP/MTs nilai maximum sebesar 78,75%,  minimum sebesar 50,03%. Jenjang SMA/MA nilai maximum sebesar 60,53%, minimum sebesar 32,60%, sedangkan jenjang Perguruan Tinggi (PT) memperoleh nilai maximum sebesar 20,18% dan nilai minimum sebesar 7,15%. Adapun berdasarkan nilai range menunjukan bahwa selama periode 1994-2018 setiap pendidikan mengalami peningkatan APM yaitu: jenjang SD/MI sebesar 6,49%, jenjang SMP/MTs sebesar 28,72%, jenjang SMA/MA sebesar 27,93% dan jenjang Perguruan Tinggi (PT) meningkat sebesar 13,03%. Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka nilai rata-rata (mean) APM semakin rendah. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan pada bagian pembahasan.


Tabel 3. Deskriptive Angka Partisipasi Murni (APM)
	Statistics

	
	
	SD/MI
	SMP/MTs
	SMA/MA
	Perguruan Tinggi

	N
	Valid
	25
	25
	25
	25

	
	Missing
	0
	0
	0
	0

	Mean
	93.6839
	65.7515
	45.2495
	11.3284

	Std. Error of Mean
	.37873
	1.68645
	1.81635
	.87414

	Median
	93.0400
	66.5200
	43.7700
	8.8700

	Mode
	92.70
	50.03a
	32.60a
	7.68

	Std. Deviation
	1.89364
	8.43224
	9.08175
	4.37069

	Variance
	3.586
	71.103
	82.478
	19.103

	Range
	6.49
	28.72
	27.93
	13.03

	Minimum
	90.98
	50.03
	32.60
	7.15

	Maximum
	97.48
	78.75
	60.53
	20.18

	Sum
	2342.10
	1643.79
	1131.24
	283.21

	a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
	



Pembahasan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator untuk melihat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan merupakan tingkat partisipasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan dalam jenjang usia dan jenjang pendidikan tertentu. Secara umum partisipasi pendidikan di Indonesia trenya mengalami peningkatan setiap tahun baik berdasarkan APS, APK maupun APM. Ada pola yang menarik selama periode 1994-2018, yaitu rata-rata partisipasi pendidikan selalu mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia dan semakin tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh.


Gambar 1. Nilai Rata-Rata APS, APK dan APM (1994-2018)

	Berdasarkan nilai rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Tabel 1, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tabel 2 dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tabel 3 menunjukan bahwa usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun  memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi yaitu: nilai rata-rata APS usia 7-12 tahun sebesar 96,92%, APK sebesar 1.0785E2 (lebih dari seratus persen) dan APM sebesar 93,68%. Sedangkan nilai rata-rata APS usia 13-15 tahun sebesar 84,31%, APK sebesar 81,05% dan APM sebesar 65,75%.  Tingginya tingkat partisipasi pendidikan usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun mengindikasikan bahwa program Wajib Belajar 9 tahun yang diterapkan oleh pemerintah telah berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan di Indonesia.  Seperti diketahui bahwa usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun merupakan usia wajib belajar 9 tahun dengan menempuh jenjang SD/MI sampai SMP/MTs. Program Wajib Belajar 9 tahun merupakan realisasi dari amanat UUD 1945 pasal 1, UU. No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Depdiknas, 2010). Selain itu kesepakatan antar kepala negara seluruh dunia juga menekankan pembangunan manusia yang disebut Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000 yang salah satu tujuannya adalah penuntasan pendidikan dasar bagi seluruh warga negar (Anwas, 2010; Kemendikbud, 2017). Tingginya patisipasi pendidikan pada usia ini juga didukung oleh minat masyarakat untuk sekolah karena tidak dikenakan biaya apapun (Supriyadi, 2010).  Meskipun demikian pemerintah harus tetap meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar terutama di jenjang SMP karena nilai rata-rata APK hanya sebesar 65,75%, hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat terlaksananya kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah (Berlian VA, 2011; Buwono, 2011; Malik & Sumarno, 2016; Ulfatin, Mukhadis, & Imron, 2010).
	Berdasarkan Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 dapat dilihat bahwa angka partisipasi pendidikan untuk usia 16-18 tahun yang merupakan  usia sekolah jenjang SMA/MA masih cukup rendah, yaitu  nilai rata-rata APS  hanya 56,24%, nilai rata-rata APK sebesar 58,65%  dan nilai rata-rata  APM hanya 45,25%. Selama periode 1994-2018 tingkat APS mengalami peningkatan sebesar 27,17%, APK meningkat sebesar 39,82% dan APM meningkat sebesar 27,93%.   Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti faktor kemiskinan, kesadaran untuk melanjutkan sekolah rendah, faktor lingkungan, perhatian dari orang tua dan lain sebagainya (Malik & Sumarno, 2016; Mua et al., 2017; Shemi, 2019). Selain itu program wajib belajar 12 tahun sampai hari ini masih wacana, retorika yang masih belum mendapatkan  perhatian serius dari pemerintah sehingga belum maksimal (Prastiwi, 2019). Padahal wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu target yang tercantum dalam Nawacita.  Studi yang dilakukan JPPI menemukan bahwa 20 kabupaten atau kota yang dipilih secara acak belum ada yang memasukkan wajib belajar 12 tahun kedalam APBD (Rahayu, 2017).
	Adapun angka partisipasi pendidikan untuk usia 19-24 tahu atau jenjang Perguruan Tinggi (PT) masih rendah jika dibandingkan dengan usia dan jenjang yang lain (7-12, 13-5 tahun dan SD/MI, AMP/MTs) (Istiqomah, Sukidin, & Suharso, 2018). Pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukan bahwa nilai rata-rata APS sebesar 15,02%. nilai rata-rata APK sebesar 15,03% dan nilai rata-rata APM sebesar 11,33%.  Selama periode 1994-2018 angka partisipasi pendidikan Perguruan Tinggi (PT) berdasarkan APS hanya sebesar 13,29%, APK meningkat sebesar 16,21% dan APM meningkat sebesar 13,03%. Tingkat partisipasi pendidikan jenjang Perguruan Tinggi terendah terjadi pada tahun 2006 dengan APS sebesar 11,38% sedangkan tertinggi pada tahun 2017 dengan APS sebesar 24,67%. Meskipun secara keseluruhan terjadi peningkatan angka partisipasi pendidikan jenjang Perguruan Tinggi, namun secara keseluruhan masih rendah jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Hal ni terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi yaitu terbentur biaya pendidikan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi masih sangat mahal, faktor tingkat pendidikan orang tua, faktor lingkungan seperti teman sebaya,  faktor motivasi belajar dan minat melanjutkan pendidikan (Arumsari, 2013; Darmawan, 2017; Fitriani, 2014; Rini, 2012; Suciningrum & Rahayu, 2015).
Kesimpulan
	Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pendidikan di Indonesia berdasarkan APS, APK dan APM trennya mengalami peningkatan. Berdasarkan nilai rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukan bahwa partisipasi pendidikan sangat tinggi, yaitu usia 7-12 tahun sebesar 96,92%, usia 13-15 tahun sebesar 84,31%, usia 16-18 tahun sebesar 56,23% dan usia 19-24 tahun sebesar 15,02%. Akantetapi semakin besar usia, tingkat partisipasi pendidikan semakin menurun. Aadapun partisipasi pendidikan berdasarkan nilai rata-rata Angka Partisipasi Kasar(APK) dan nilai rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) cukup tinggi untuk jenjang SMA/MA, sedangkan partisipasi pendidikan jenjang Perguruan Tinggi masih sangat kecil yaitu nilai rata-rata APK 15,03% dan nilai rata-rata APM 11,33%.

Saran
	Ada beberapa solusi yang diajukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan: Pertama, melakukan pendataan anak putus sekolah sampai ditingkat desa/kampung melalui sekolah-sekolah bekerjasama dengan RT/RW agar data yang diperoleh akurat. Kedua, sosialisasi pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi di lingkungan wali murid dan siswa. Ketiga, memberikan bantuan pendidikan secara selektif dan obyektif agar tepat sasaran. Keempat, melakukan pengawasan kelembaga-lembaga pendidikan untuk mengantisipasi pungutan liar yang memberatkan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.
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